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ABSTRAK

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(DPMD), merupakan organisasi perangkat daerah yang
dibentuk bedasarkan peraturan daerah di kabupaten
cirebon, dengan nomor 85 tahun 2016 seri D84 tentang
fungsi, tugas pokok dan tata kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa yang salah satu fungsinya adalah
pengawasan dan pembinaan terhadap jalannya
penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk di
dalamnya pengawasan terhadap pengangkatan dan
pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh
kuwu. Adapun istilah kuwu berasal dari Peraturan
Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 Tentang
Perangkat Desa pasal 1 ayat 7 yaitu kuwu adalah kepala
pemerintah desa yang bertanggung jawab memimpin
pemerintah desa. Berdasarkan permasalahan yang
terjadi DPMD dan di desa Kegiatan pengawasan tidak
dilaksanakan secara langsung oleh kuwu vyang
bersangkutan terhadap proses pengangkatan ataupun
pemberhentian perangkat desa. Hal ini terjadi karena
proses pengangkatan dan pemberhentikan dilaksanakan
secara langsung oleh kuwu tanpa pemberitahuan
kepada DPMD maka terjadi pelanggaran-pelanggaran
yang dilaksanakan oleh kuwu terutama dalam proses
pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Pelanggaran yang sering terjadi yaitu pada pelaksanaan
pengangkatan dan pembehenrtian perangkat desa yang
tidak sesuai dengan aturan nya. Sesuai data yang
diperoleh pada dinas terdapat 64 desa dari 412 desa
yaitu 15% desa yang proses pengangkatan dan
pemberhentiannya tidak sesuai dengan aturan maka

dibutuhkan Sistem Informasi Manajemen
Keaparaturan.
Kata kunci: Keaparaturan pemerintah  desa,

pengangkatan dan  pemberhentian,
pengangkatan dan pemberhentian

monitoring

1. PENDAHULUAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(DPMD), merupakan organisasi perangkat daerah yang
dibentuk bedasarkan peraturan daerah di kabupaten

cirebon, dengan nomor 85 tahun 2016 seri D84 tentang
fungsi, tugas pokok dan tata kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa yang salah satu fungsinya adalah
pengawasan dan pembinaan terhadap jalannya
penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk di
dalamnya pengawasan terhadap pengangkatan dan
pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh
kuwu.

Adapun istilah kuwu berasal dari Peraturan Bupati
Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Perangkat
Desa pasal 1 ayat 7 vyaitu kuwu adalah kepala
pemerintah desa yang bertanggung jawab sebagai
pemimipin di pemerintah desa. Kuwu mempunyai salah
satu tugas yaitu melakukan pelaksanaan pengangkatan
dan pemberhentian perangkat desa. Sedangkan aparatur
desa yaitu semua pegawai desa yang memiliki peran
penting serta terlibat di dalam lingkungan desa. Contoh
aparatut desa seperti kuwu, perangkat desa, BPD dan
rt/rw.

Bedasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang
pemerintahan desa di DPMD Kab.Cirebon, menyatakan
bahwa saat ini kegiatan pengawasan terhadap
penyelenggara pemerintahan desa khususnya dalam hal
pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa saat
ini dilaksanakan dengan cara mengeluarkan pedoman
ataupun petujuk teknis tentang penyelenggraan
pemerintah desa, serta dengan cara pemberian sanksi
atas penyimpangan yang dilaksanakan oleh kepala desa
atau kuwu. Kegiatan pengawasan tidak dilaksanakan
secara langsung oleh kuwu yang bersangkutan terhadap
proses pengangkatan ataupun pemberhentian perangkat
desa. Hal ini terjadi karena proses pengangkatan dan
pemberhentikan dilaksanakan secara langsung oleh
kuwu tanpa pemberitahuan kepada DPMD maka terjadi
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kuwu
terutama  dalam  proses  pengangkatan  dan
pemberhentian perangkat desa.

Bedasarkan uraian permasalahan tersebut diatas,
maka dibutuhkan suatu pembangunan Sistem Informasi
Manajemen Keaparaturan terhadap penyelenggara
pemerintahan desa terutama pengawasan dalam proses
pengangkatan dan pemberhentian yang dilakasanakan
oleh kuwu, di harapakan Sistem yang dibangun dapat
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menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Cirebon.

2. ISI PENELITIAN

2.1. Landasan Teori

Landasan teori pada penulisan skripsi ini akan
menerangkan mengenai teori-teori yang berhubungan
dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen
Keaparaturan Pemerintah Desa di kabupaten Cirebon.

2.1.1 Sistem Informasi Manajemen.

Sistem informasi manajemen adalah sekumpulan
subsistem yang saling berhubungan, berkumpul
bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling
berinteraksi dan bekerjasama antara bagian satu dengan
yang lainnya dengan cara-cara tertentu untuk
melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan
(input) berupa data/fakta, kemudian mengolahnya
(processing), dan menghasilkan keluaran (output)
berupa informasi sebagai dasar bagi pengambilan
keputusan. [1]

Batasan Sistem Informasi Manajemen adalah suatu
penerapan sistem informasi dalam organisasi untuk
mendukung salah satu informasi-informasi semua
manajemen. Sistem informasi manajemen dapat artikan
sebagai perkumpulan dari interaksi sistem informasi
manajemen yang bertanggung jawab atas pengumpulan
atau mengolah data untuk menyediakan. Secara teori,
komputer itu seharusnya tidak digunakan dalam sistem
informasi manajemen. Akan tetapi, kenyataannya
sistem informasi manajemen tidak mungkin dapat
berfungsi juga tanpa melibatkan salah satu elemen
komputer. Sistem informasi manajemen akan selalu
bersama dengan pengolahan informasi yang didasarkan
olen komputer. Sistem informasi manajemen
merupakan kumpulan dari sistem informasi dan
bergantung pada besar kecilnya organisasi yang terdiri
atas sistem-sistem informasi [2].

2.1.2  Manajemen Keaparaturan

Manajemen atau aktivitas  Keapaturan
Pemerintahan Desa adalah kegiatan yang dilaksanakan
oleh pejabat desa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintah desa suatu organisasi desa. [3]

Kata manajemen menurut DR. Ir. Eddy
Soeryanto Soegoto dalam buku entrepreneurship
menjadi pebisnis ulung dapat diartikan “proses
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan
pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai
tujuan organisasi [4].

Desa yang disebut dengan nama lain telah
Sebagai bukti keberadaanya suatu desa di seluruh
indonesia, menjelaskan yang tercantum pada pasal 18
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (sebelumnya ada perubahan), seperti di

jawa barat, tengah Timur, bali sumatra dan daerah
lainnya. Suatu desa itu mempunyai susunan yang masih
Asli dan oleh karena itu dapat kita anggap sebagai desa
yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia
selalu menghormati kedudukan semua daerah-daerah
istimewa yang ada di Indonesia.

Pemerintah Desa merupakan Penyelenggaraan
urusan Pemerintah dan salah satu kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. pemerintahan
desa di bentuk secara historis oleh masyarakat desa
dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat
yang dipercaya dapat mengatur, gotong royong
membangun desa, ramah melayani masyarakat. Desa
memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa itu
terdiri dari atas Pemerintah Desa yaitu kuwu (kepala
desa), perangkat desa, BPD, DAN Rt/Rw.

Kepala desa itu sebutannya Kuwu merupakan
pimpinan pemerintahan desa yang memimpin
penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perangkat Desa merupakan pegawai desa yang
membantu kuwu (kepala desa) dalam melaksanakan
tugas, baik tugas kesektarisaannya, teknis maupun
kegiatan dalam wilayah. Perangkat Desa lainnya
diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa [5].

2.1.3  Plan, DO, Check, Act (PDCA).

Siklus PDCA terdiri dari 4 jenis tahapan, yaitu:
1. Plan (merencanakan)

PLAN adalah suatu tahap untuk menetapkan
Target maupun Sasaran yang ingin dicapai dalam
meningkatkan proses ataupun permasalahan yang
ingin diselesaikan, dan selanjutnya melakukan
Metode yang akan digunakan untuk mencapai
keberhasilan yang telah ditetapkan. [6]

2. Do (melaksanakan)

DO merupakan tahap penerapan dari semua
yang telah direncanakan di Tahap 1 vyaitu
merencanakan termasuk menjalankan proses-nya,
memproduksi serta dan melaksanakan
pengumpulan data dan selanjutnya akan digunakan
untuk tahap memeriksa dan tindakan.

3. Check (memerikasa)

Memeriksa merupakan memeriksa ulang serta

mempelajari hasil dari penerapan di tahap do

(melaksanakan) yaitu melaksanakan. Yang

Melakukan  perbandingan  dan  hasil

perencanaan di tahap plan yang telah dicapai

dengan Target yang ditetapkan dan juga
ketepatan jadwal yang telah ditetapkan.
4. Act (menindak)
ACT merupakan tahap untuk mengambil
tindakan yang seperlunya terhadap hasil-hasil dari
tahap CHECK. Terdapat 2 jenis Tindakan yang



harus  dilakukan berdasarkan hasil  yang

dicapainya:
2.1.4 Metode Analytical Hierarchy Process
(AHP).

Analitycal Hierarchy Procees AHP merupakan
sebuah hirarki fungsional dengan input yang
pentingnya adalah persepsi manusia. Dan akan di
selesaikan dengan cara struktur yaitu berupa hirarki [7].

Dalam sebuah Penilaian yang
membandingkan antara satu kriteria dengan kriteria
yang lain adalah bebas satu sama lain, dan hal ini dapat
mengarah pada ketidak konsistensian contoh sebagai
berikut.:

CI=(maks-n)/(n-1)

, ()
Dimana :

Cl itu = Indeks Konsistensi
Dan A maks = Nilai eigen terbesar.
Nilai eigen terbesar didapat dengan
menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom
dengan eigen vector. adapun (CR),(CI)
sebagai indek konsitensi dan (RI) sebagai nilai
random. Nilai ini bergantung pada ordo matrik

n.
Rasio konsistensi dapat dirumuskan:
CR=CI/RI (2)

2.1.5  Pengawasan (monitoring)

Pengawasan digunakan untuk proses pemeriksaan
dan pengendalian bahan baku produk yang digunakan
serta hasil realisasi produk berdasarkan hasil
perencanaan kegiatan produksi. [8]

2.1.6  Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram atau ER-D adalah
suatu model jaringan yang menggambarkan layout
(susunan) penyimpanan data dari sebuah sistem ER-D
yang menggambarkan data-data dalam keadaan diam
(data yang disimpan). Entity Relationship (E-R)
Diagram adalah high level conceptual data model yang
dikembangkan oleh Chen (1976) untuk menfasilitasi
perancangan database Konsep konsep dasar yaitu Entity
Relationship Model mencakup Entity, Relation kunci.
[l
2.1.7 Data Flow Diagram (DFD).

Dfd yang sering digunakan untuk menggambarkan
suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan
dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan
lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir (misal
lewat telepon, surat dan sebagainya) atau lingkungan
fisik dimana data tersibu akan di simpan (misal file
kartu, microfiche, hard disk, tape, diskate dan lain
sebagaianya). [10]

2.2 Analisis Manajemen
Pemerintah Desa.
Analisis Manajemen Keaparaturan pemerintah desa
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan
digambarkan dengan menggunakan model PDCA
(Plan, Do, Check, act). Berikut penjelasan dari gambar
model PDCA.

2.2.1  Analisis Manajemen Pengangkatan calon
perangkat desa.
Analisis PDCA dalam proses pengngkatan
perangkat desa pada pemerintah desa yang dilakukan
oleh Kepala desa dan TIM adalah sebagai berikut:

Keaparaturan

Tabel 1 PDCA Pengangkatan Calon Perangkat Desa

Pengan
gkatan Plan Do Check Act
perang
kat desa
Melaks
anakan
pengan
gkatan
perangk | Memeri
Merenc | at desa | ksa &
anakan | yang mengel
jumlah | sesuai ola
pengan | dengan | penemp
gkatan | syarat atan
Perangk | jabatan | pengan | Mengev
at desa | dan gkatan | aluasi
yang menent | perang | hasil
dibutuh | ukan kat pengan
kan nilai desaya | gkatan.
desa pada ng
sesuai calon sudah
kekoson | perangk | memen
gan at desa | uhi
jabatan. | dan persyar
Rekom | atan
endasi
calon
perangk
at desa

1. Perencanaan Pengangkatan Calon Perangkat
Desa.
Tahapan yang dilakukan oleh Panitia untuk
meminta dan menentukan jumlah perangkat desa dan
jabatan yang kosong pada Desa kepada Kuwu.

Tabel 2 Jumlah Kebutuhan Jabatan Pelaksana

Teknis.
Nama Jumlah yang | Slot
Jabatan ditetapkan Kosong
Pelaksana 7 orang 1 orang
Teknis

Tabel 3 Syarat Jabatan Pelasksan Teknis



Jabatan Syarat

1. Pria/Wanita usia 20
tahun — 42 tahun.

2. Pendidikan ~ min
SMU/A/K

3. Memenuhi
kelengkapan persyaratan

Pelaksana Teknis L9 .
administrasi

4. Terdaftar sebagai
penduduk Desa dan
bertempat tinggal di
Desa paling kurang 1

(satu) tahun

2. Pelaksanaan Pengangkatan Calon Perangkat
Desa.

Pelaksanaan dan penentuan nilai dan kriteria yang
menjadi landasan pengangkatan berdasarkan hasil
wawancara dengan bapak nanan selaku kepala bidang
pemerintah desa di dinas pemberdayaan masyarakat dan
desa, antara lain: kriteria umur, pendidikan formal, dan
domisili.

Tabel 3 Kriteria dan Subkriteria Pengawasan
Pengangkatan Calon Perangkat Desa

No Kriteria Subkriteria Kode
20-29 Ul

1. | Umur 30-39 u2
40-42 U3

Sma P1

D1 P2

2. | Pendidikan D2 P3
D3 P4

S1 P5

- Pendatang D1

3. | Domisil Penduduk asli D2

Selanjutnya merupakan tahap hasil dari
penentuan prioritas masing — masing Kriteria yang telah
dilakukan pada tahapan sebelumnya.

Berikut hasil penentuan prioritas dalam bentuk nilai
pada tabel 4.

Tabel 4 Daftar Nilai Prioritas pada masing-masing

subkriteria
No | Kriteria Kode | Nilai Nilai
Proiritas | dalam
Bilangan
bulat
1. Umur Ul | 0.633 633
U2 | 0.260 260
U3 | 0.107 107
2. Pendidikan P1 | 0.062 62
P2 | 0.107 107
P3 | 0.136 136
P4 | 0.276 276
P5 | 0.472 472

3. Domisili

D1

0.79

79

D2

0.203

203

Berikut akan dijelaskan Penilaian Pengangkatan
Calon Perangkat Desa dari 7 pelamar calon perangkat
desa tersebut, penilaian berdasarkan kriteria dan
subkriteria yang sebelumnya sudah ditentukan.

Tabel 5 Hasil Nilai Pengangkatan Calon perangkat

Desa.
Calon
Perangk
at Desa A B |C D|E|F|G
Kriteria
Umur
20-29 189 [ 189 |52 | 189 |10 |52 | 189
9 9 0 9 7 0 9
30-39
40-42
Pendidi
kan
SMA |62 |62 |62 |62 |62 |62 |62
D1
D2
D3
S1
Domisili
Pendatan
: dud
Pendudu 40 | 406 | 40 | 40 | 406
kAsli | 496|406 | g 6 |6
Nilai 236 | 236 | 98 | 236 | 57 | 98 | 236
Akhir 7 7 8 |7 5 |8 |7

dapat diketahui nilai akhir tertinggi hingga nilai
akhir terendah terdapat beberapa nilai tertinggi yang
sama tetapi akan dilihat dari kriteria umur, dari hasil
nilai pengangkatan calon perangkat desa diperoleh atas
nama Adi jaya. Berikut adalah hasil perangkingan
perangkat desa:

Taebl 6 Hasil Perengkingan Calon Perangkat Desa

Nama Nilai Umur | Peringkat
No Akhir
1 Adi Jaya 2367 21 |
2 Verry 2367 22 1
Yanto
3 Suhartono 2367 24 11
4 M. Taufik 2367 34 [\
5 Sambudi 988 35 \Y
6 Rosyid 988 38 VI
7 Tunina 575 40 VII
. PemeriksaanPengangkatan Calon perangkat desa
Merupakan tahap Memeriksa dan mengelola

penempatan pengangkatan perangkat desa yang sudah
memenuhi persyaratan. Memeriksa dan mengelola yang



telah dilakukan di tahap Do vyaitu pelaksanaan
pengangkatan calon perangkat desa.

Tabel 7 Jumlah kebutuhanjabatan pelaksana

Teknis

Jumlah
Nama Jumlah Jumlah pelamar
Jabatan kebutuhan | Pelamar yang .

memenuhi

persyaratan
Pelaksana 1 orang 7orang | 7 orang
Teknis

Evaluasi Hasil Pengangkatan Perangkat
Desa
Tahap ini merupakan tahap untuk mengambil
tindakan apakah hasil-hasil yang telah didapatkan pada
tahap check sebelumnya. Pada proses pegangkatan
perangkat desa dari 7 pelamar calon perangkat desa
didapat perangkat desa dengan nilai akhir tertinggi dan
sesuai dengan jabatan yang di butuhkan serta jumlah
kebutuhan yaitu 1 orang. perangkat desa tersebut akan
menjadi perangkat desa untuk mengisi kekosongan
jabatan pelaksana teknis. Untuk bisa diangkat sebagai
perangkat desa harus memenuhi kriteria pengangkatan
dan memiliki hasil penilaian akhir yang baik adi jaya
dengan nilai akhir 2367.
2.2.2 Analisis Pemberhentian Perangkat desa.

Tabel 8 PDCA Monitoring Pemberhentian
Perangkat Desa

Monitoring Pemberhentian perangkat desa
Plan | Menentukan pemberhentian perangkat
desa yang batas usianya hampir habis
masa jabatan dan jumlah pelanggaran
yang dilakukan oleh perangkat desa
tertent atau yang bersangkutan.
Do Pelaksanaan pemberhentian dengan
cara memberikan surat peringantan
kepada perangkat desa.
Check | Melakukan  monitoring  terhadap
perangkat desa dan memberikan
pemberitahuan kepada perangkat desa
yang usinya akan mencapai 60 tahun,
serta jumlah pelanggaran perangkat

pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa
tersebut.

Berikut visualisai pemberhentian perangkat desa
dari tabel 3.37 vyaitu jumlah pelanggaran yang
dilakukan oleh perangkat desa itu sendiri dan visualisasi
usia perangkat dasa
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2. Pelaksanaan Pemberhentian Perangkat Desa

desa, dan jumlah gugutan.

Act Mempelajari hasil monitoring
pemberhentian  untuk  selanjutnya
dilakukan tindakan apakah udah sesuai

Tahap ini adalah tahap penerapan atau pelaksanaan
semua yang telah direncanakan di tahap plan temasuk
menjalankan pelaksanaan pemberhentian perangkat desa,
serta melakukan pengumpulan data yang kemudian akan

atau belum sesuai (melanggar)

1. Perencanaan Pemberhentian Perangkat Desa
Pada tahap ini kuwu akan menentukan perangkat

desa vyang akan diberhentikan. Pemberhentian

perangkat desa tersebut ditentukan dengan batas

maksimum dari jabatan perangkat desa dan jumlah

digunkan untuk check dan act.

Pemberian saksi dan pemberhetian perangkat desa
yang tertuang di peraturan bupati cirebon no.121 th
2015 BAB IX, perangkat desa yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagamana dimaksu dalam pasal 21 dan
melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam



pasal 23 dikenai sanksi administrasi berupa: a. Teguran
lisan dan b. teguran tertulis.
3. Pemeriksaan Pemberhentian Perangkat Desa

Perangkat desa yang sudah mencapai 60 tahun akan
segera diberi informasi bahwa dia telah mencapai batas
masa jabatan dan perangkat desa yang usia nya akan
mencapai 60 serta melihat jumah pelanggaran serta
gugutan (masyarakat) yang di lakukan oleh perangkat
desa dan ada beberapa data yang di ambil secara
dummy.

Evaluasi Hasil Pemberhentian Perangkat
Desa
Tahap ini merupakan tahap untuk mengambil
tindakan apakah hasil-hasil yang ditelah di dapatkan
pada tahap check sebelumnya sudah sesuai dengan
perencanaan awal. Pelaksanaan ini akan di pantau untuk
dilakukan perencanaan pengangaktan calon perangkat
desa baru untuk menggisi jabatan kosong sebagai
perangkat desa.

Jika sebuah kondisi ada perangkat desa yang
mendapatkan sp1 sampai sp3 maka kuwu berkonsultasi
kepada camat untuk memberhentikan perangkat desa
tersebut. tapi jika perangkat desa belum mendapatakan
surat peringatan tetapi kuwu langsung memberhentikan
perangkat desa maka kuwu mendapatkan sanksi berupa
teguran, pemberhentian sementara dan pemberhentian
2.3 Analisis Basis Data

Analisis basis data pada sistem informasi
Keaparaturan. Pemerintah desa di kabupaten cirebon
akan dibangun menggunakan Entity Relationship
Diagram (ERD). Adapun Entity Relationship Diagram
(ERD) digambarkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Entity relationship diagram
SIM Keaparaturan

2.4  Diagram Konteks

Diagram  konteks untuk sistem informasi
manajemen keaparaturan pemerintah desa di kabupaten
cirebon tdapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Diagram konteks
SIM Keaparaturan
25 Data flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram untuk sistem informasi
manajemen keaparaturan di kabupaten cirebon. DFD
menunjukan bagaimana aliran data menguraikan
proses-proses yang terjadi dalam sistem sampai proses
lebih detail.

D skt

Kepala Bidang

| Riwayat Parangal
desa

“Calon perangiai / \
Desa “ 6 Keputusan

Moni =

pegawai

Gambar 5. DFD Level 1
SIM Keaparaturan
2.6 Skema Relasi
Skema relasi dari Sistem Informasi Manajemen
Keaparaturan pemerintah desa di kabupaten Cirebon
dapat dilihat pada Gambar 6.




Gambar 6 Skema Relasi
SIM keaparaturan

2.7 Perancangan Antar Muka
Perancangan  dibuat  berdasarkan  tampilan
antarmuka baik input maupun output yang akan
dihasilkan saat aplikasi diimplementasikan.
Perancangan antarmuka untuk sistem informasi di
kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Gambar 7
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Gambar 7. Perancangan Antarmuka Kuwu
2.8 Pengujian Sistem
Pengujian sistem merupakan hal terpenting yang
bertujuan untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan
kekurangan-kekurangan pada perangkat lunak yang
diuji. Pengujian sistem bertujuan untuk mengetahui
apakah sistem yang dibuat sudah memenuhi kebutuhan
yang sesuai dengan tujuan perancangan sistem tersebut.
1. Pengujian Black Box
Pengujian black box adalah mendemonstrasikan
fungsi dari perangkat lunak yang beroperasi, dengan
mengecek apakah data masukan sudah bisa diterima
dengan baik, dan hasil keluarannya sesuai dengan apa
yangydiharapkan.
Dilihat dari pengujian contoh kasus yang
digunakkan disimpulkan hampir pada setiap proses di

dalam sistem yang dibangun. Kesalahan masih

memiliki kemungkinan untuk terjadi, akan tetapi secara

fungsional sistem dapat memberikan hasil yang
diinginkan.

2. Pengujian Beta
Pengujian beta bertujuan memberi informasi dan

kualitas dari sistem yang dibangun sudah memenuhi

harapan atau belum. Maka dari itu pengujian beta
dilakukan untuk mengetahui apakah sudah memenuhi
harapan dengan membuat pertanyaan kepada semua user
yang menggunakan sistem. Metode yang dipakai adalah
metode wawancara dari wawancara ini diharapkan
mendapatkan informasi apakah sistem ini sudah layak
digumpkkan pada pengguna di dinas maupun di desa.

Berdasarkan pengujian beta, dapat ditarik
kesimpulan bahwa:

1. Sistem ini membantu kepala bidang, kuwu dan
sekdes dalam menjalankan pekerjaan masing-
masing.

2. Sistem yang dibangun cukup mudah untuk
digunakan.

3. Sistem yang dibangun memiliki tampilan yang
sederhana dan mudah dipahami.

4. Penggunaan bahasa dalam sistem sudah baik dan
cukup mudah untuk dimengerti

3. PENUTUP

3.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil yang didapat dalam penulisan

tugas akhir ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1. Sistem informasi Manajemen Keaparaturan
Pemerintah Desa yang dibangun ini dapat
memudahkan kepala bidang pemerintah desa untuk
memantau atau memonitoring proses pengangkatan
dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan
oleh kuwu.

2. Sistem informasi Manajemen Keaparaturan yang
dibangun ini dapat memudahkan kuwu untuk
menentukan calon perangkat desa untuk
pengangkatan dan pembeherhentiann perangkat
desa.

2.1. Saran
Saran untuk pengembangan sistem keaparaturan ini

ada beberapa saran yang dapat dilakukan, antara lain:
Penambahan aktifitas manajemen keaparaturan

sepertian keuangan desa. Tidak hanya pengawasan saja
tetapi menambahkan penerepan disiplin dan pemberian
sanksi bagi kuwu dan perangkat desa.
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